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ABSTRACT  

Problem / Background (GAP):The dissemination of public information through the official website 

of the Lanny Jaya Regency Government still faces several challenges, particularly limited network 

infrastructure and low digital literacy among the community. These issues have led to the suboptimal 

function of the website as a medium for delivering public information services.Objective:This study 

aims to evaluate the quality of public information services delivered through the official website 

www.lannyjayakab.go.id, based on the principles of transparency, accountability, accessibility, public 

participation, and the balance of rights and responsibilities.Method:The research uses an exploratory 

qualitative approach, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. 

The data were analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. 

Findings / Results:The website has been used as an information medium by the public and is actively 

managed by the Public Relations Division. However, technical constraints and low digital literacy 

remain significant obstacles to its optimal use. Conclusion:The website is a fairly effective tool for 

delivering public information services, but improvements in digital infrastructure and digital literacy 

training are necessary to ensure more equitable and optimal service delivery. 

Keywords: Public Information, Government Website, Transparency, Lanny Jaya, Digital Literacy 

ABSTRAK  
Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penyebaran informasi publik melalui situs web resmi 

Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan infrastruktur 

jaringan dan rendahnya literasi digital masyarakat. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya fungsi 

website sebagai media layanan informasi publik. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi 

kualitas layanan informasi publik yang disampaikan melalui situs web www.lannyjayakab.go.id, 

berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, aksesibilitas, partisipasi, serta keseimbangan hak dan 

kewajiban.  Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif, dengan teknik 

pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis dilakukan 

melalui reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.. Hasil/Temuan: Situs web telah 

digunakan sebagai media informasi oleh masyarakat dan dikelola aktif oleh bagian Humas. Namun, 

tantangan teknis dan rendahnya literasi digital masih menjadi hambatan. Kesimpulan: Pemanfaatan 

situs web cukup efektif, tetapi perlu peningkatan infrastruktur dan pelatihan digital agar layanan 

informasi lebih merata dan optimal. 

Kata kunci: Informasi Publik, Website Pemerintah, Transparansi, Lanny Jaya, Literasi Digital 
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I.    PENDAHULUAN  

1.1.      Latar Belakang 
  Teknologi informasi dan komunikasi berperan penting dalam mendukung pelayanan publik 

dan mewujudkan good governance. Website pemerintah menjadi media penting untuk menyampaikan 

informasi publik secara efisien dan transparan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah menegaskan pentingnya otonomi daerah dan pelayanan publik yang berkualitas. 

Salah satu bentuk implementasi e-Government adalah pembangunan website sebagai portal informasi 

publik, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003. 

Website resmi Kabupaten Lanny Jaya mulai dirintis pada Maret 2023 sebagai solusi atas kesulitan 

masyarakat dan ASN dalam mengakses informasi pelayanan publik. Namun, hasil observasi dan 

wawancara menunjukkan sejumlah masalah, antara lain: Fitur layanan online belum tersedia secara 

optimal (misalnya layanan kesehatan, sosial, pendidikan), Informasi yang disajikan masih minim dan 

kurang lengkap, Performa website tergolong rendah (skor PageSpeed hanya 76% dengan indeks 

kecepatan 13,6 detik), Terjadi penurunan kunjungan pengguna, Server rentan terhadap beban tinggi, 

yang mempengaruhi kecepatan dan stabilitas website. Kesimpulan Awal: Website sudah berfungsi 

sebagai media informasi, namun belum optimal. Masih diperlukan peningkatan fitur, kapasitas server, 

dan literasi digital masyarakat agar pemanfaatan website benar-benar mendukung pelayanan publik 

secara maksimal. 

1.2.       Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian) 

  Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas mengenai peran humas, 
pemanfaatan media sosial, serta transparansi informasi dalam pelayanan publik, namun kajian yang 

secara khusus meneliti kualitas layanan informasi publik melalui website resmi pemerintah daerah, 

khususnya di wilayah tertinggal seperti Kabupaten Lanny Jaya, masih sangat terbatas. Sebagian besar 

studi terdahulu lebih terfokus pada penggunaan media sosial sebagai saluran komunikasi publik atau 

membahas aspek kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah tanpa mengaitkannya secara 

langsung dengan efektivitas website resmi pemerintah daerah. Selain itu, sebagian besar penelitian 

dilakukan pada wilayah yang telah memiliki infrastruktur digital yang relatif memadai dan 

masyarakat dengan literasi digital yang cukup tinggi. Hal ini tentu berbeda dengan kondisi di 

Kabupaten Lanny Jaya yang masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan jaringan internet, 

kapasitas server, dan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi 

digital. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan cara 

mengevaluasi kualitas layanan informasi publik melalui website www.lannyjayakab.go.id, serta 

menilai sejauh mana situs web tersebut mampu menjalankan fungsinya dalam mendukung 

transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan penyebaran informasi yang merata, di tengah 

keterbatasan yang ada. 

1.3. Penelitian Terdahulu  
 Penelitian ini merujuk pada beberapa studi sebelumnya guna memperkuat landasan teori serta 

menunjukkan relevansi dan kebaruan topik yang diangkat. Salah satu penelitian terdahulu adalah 

karya Suryani Barimbing (2022) berjudul Peran Hubungan Masyarakat (Humas) dalam 

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Bengkalis, Riau. Penelitian ini 

menitikberatkan pada peran strategis humas dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat 

sebagai bagian dari pelayanan publik. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan 

Timotius Tabuni karena sama-sama menelaah peran komunikasi pemerintahan dalam penyampaian 

informasi, meskipun fokusnya berbeda. Suryani menyoroti aspek kehumasan konvensional, sementara 

penelitian ini lebih memfokuskan pada digitalisasi informasi melalui website resmi pemerintah. 
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Penelitian lain dilakukan oleh Mifta Faridc (2021) berjudul Strategi Humas Pemerintah Kota Bandung 

dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Media Sosial. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dan menunjukkan bahwa media sosial menjadi saluran efektif untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Relevansinya terletak pada kesamaan 

tema, yakni penggunaan media digital untuk menyampaikan informasi publik. Namun, penelitian 

Faridc lebih berfokus pada media sosial, sedangkan penelitian ini mengkaji peran website pemerintah 

daerah. Selanjutnya, penelitian oleh Siska Ayu Lestari (2022) berjudul Pengaruh Transparansi 

Informasi terhadap Kepercayaan Publik pada Pemerintah Kabupaten Sleman, menunjukkan bahwa 

transparansi informasi memiliki korelasi positif dengan kepercayaan publik. Meskipun pendekatannya 

lebih kuantitatif, penelitian ini memberikan perspektif yang berharga dalam menilai pentingnya 

transparansi sebagai bagian dari kualitas pelayanan informasi publik, yang juga menjadi salah satu 

indikator yang dikaji dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Nurrahman, 

Sabaruddin, dan Rofingatun (2022) menunjukkan bahwa implementasi website sebagai media 

informasi publik di Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen telah memberikan dampak positif terhadap 

transparansi dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat menurut ighomereho et al mengatakan 

bahwa Kualitas e‑layanan publik harus memprioritaskan dimensi seperti kemudahan penggunaan 

(ease of use), keamanan (security), dan responsifitas (responsiveness) agar meningkatkan kepercayaan 

dan kepuasan masyarakat. Menurut Alshehri et al., kualitas situs web pemerintahan ikut menentukan 

perilaku penggunaan e‑government, yang menunjukkan pentingnya aspek keandalan dan performa 

dalam website pemda  Hasil tersebut mendukung temuan dalam penelitian ini, di mana website 

pemerintah daerah dapat berfungsi sebagai sarana efektif untuk penyebarluasan informasi, meskipun 

tantangan infrastruktur dan literasi digital tetap menjadi hambatan utama. 

 

Menurut Budi Santoso (2023) melalui penelitiannya berjudul Evaluasi Pemanfaatan Teknologi 

Informasi oleh Humas Pemerintah Kota Surabaya dalam Penyebarluasan Informasi Publik 

menggunakan pendekatan kualitatif untuk menilai efektivitas pemanfaatan teknologi informasi oleh 

Humas. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dalam penyampaian 

informasi melalui platform digital. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Timotius, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan 

informasi publik. Dengan demikian, seluruh penelitian terdahulu ini memberikan kontribusi penting 

dalam memahami bagaimana informasi publik dikelola dan disampaikan. Penelitian yang dilakukan 

oleh Timotius Tabuni memiliki kebaruan dalam hal konteks lokal Kabupaten Lanny Jaya serta 

penggunaan teori pelayanan publik dari Lijan Poltak Sinambela secara menyeluruh dalam 

menganalisis kualitas website pemerintah sebagai media layanan informasi publik. 

 

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah  

Dalam kebaruan ilmiah ini, penelitian menggunakan teori Pelayanan Publik menurut Lijan 

Poltak Sinambela (2006), yang mencakup enam indikator utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, 

kondisional, partisipatif, kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Teori ini digunakan 

untuk mengkaji kualitas layanan informasi publik melalui website pemerintah daerah secara 

menyeluruh, baik dari sisi penyedia layanan (pemerintah) maupun penerima layanan (masyarakat). 

Dibandingkan dengan sejumlah penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki pendekatan dan fokus 

yang berbeda dalam beberapa aspek penting. Misalnya, penelitian oleh Suryani Barimbing (2022) 

yang menitikberatkan pada peran humas dalam penyebarluasan informasi pembangunan, lebih 

memfokuskan pada komunikasi konvensional dan media cetak, sementara penelitian ini mengkaji 

digitalisasi pelayanan informasi melalui media daring (website pemerintah), yang relevan dalam 

konteks e-government modern. Penelitian Mifta Faridc (2021) yang meneliti partisipasi masyarakat 
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melalui media sosial, memang sama-sama membahas peran teknologi, namun belum secara spesifik 

mengkaji indikator pelayanan publik sebagaimana diuraikan oleh Sinambela. Penelitian ini 

melengkapi perspektif tersebut dengan analisis mendalam terhadap kualitas layanan informasi 

berbasis digital dari sisi struktur, konten, dan keterjangkauannya bagi masyarakat daerah terpencil 

seperti Kabupaten Lanny Jaya. 

 

Penelitian oleh Siska Ayu Lestari (2022) yang menyoroti transparansi sebagai faktor yang 

memengaruhi kepercayaan publik, belum melihat bagaimana mekanisme penyampaian informasi 

melalui media digital berdampak terhadap dimensi partisipasi dan kesetaraan akses. Penelitian ini 

menambahkan sudut pandang baru dengan menelaah hambatan partisipasi akibat keterbatasan literasi 

digital dan infrastruktur yang belum merata. Berbeda pula dengan Budi Santoso (2023) yang fokus 

pada pemanfaatan teknologi informasi oleh Humas di Surabaya, penelitian ini lebih menekankan 

interaksi antara kualitas konten website dan persepsi masyarakat sebagai pengguna akhir, khususnya 

di daerah yang masih menghadapi kendala konektivitas dan keterbatasan SDM. Penelitian ini 

memberikan kontribusi dengan melihat bagaimana website dapat (atau belum dapat) memenuhi 

prinsip pelayanan publik di wilayah-wilayah dengan keterbatasan geografis dan sosial. Dengan 

demikian, perbedaan utama penelitian ini terletak pada integrasi antara evaluasi sistem digital dengan 

konteks sosial, budaya lokal, dan literasi digital masyarakat. Fokus ini belum banyak dikaji secara 

mendalam dalam penelitian terdahulu yang cenderung terpusat pada aspek teknis atau kelembagaan. 

Penelitian ini juga berupaya menggambarkan kualitas layanan digital dari perspektif masyarakat akar 

rumput, bukan hanya dari sisi penyedia layanan, menjadikannya unik dalam melihat efektivitas e-

government secara holistik di wilayah Kabupaten Lanny Jaya. Dengan menggunakan teori pelayanan 

publik dari Sinambela sebagai landasan analisis, penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam 

memahami tantangan implementasi digitalisasi informasi di daerah yang belum tersentuh optimal 

oleh teknologi modern. 
1.5.   Tujuan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas layanan informasi publik melalui 

website resmi Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya dengan mengacu pada enam indikator teori Lijan 

Poltak Sinambela, yaitu: transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, serta 

keseimbangan hak dan kewajiban. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan 

dalam penyampaian informasi digital serta sejauh mana masyarakat dapat mengakses dan 

memanfaatkannya secara efektif. 

II.    METODE  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk 
menggambarkan dan menganalisis secara mendalam fenomena sosial terkait kualitas layanan informasi 

publik melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya. Pendekatan ini dipilih karena 

memungkinkan peneliti memahami secara holistik pengalaman, persepsi, serta tantangan yang 

dihadapi baik oleh pihak pemerintah sebagai penyedia informasi maupun oleh masyarakat sebagai 

pengguna layanan. Penelitian ini dilaksanakan selama tiga minggu dan berlokasi di Bagian Humas 

Sekretariat Daerah Kabupaten Lanny Jaya yang bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan 

website lannyjayakab.go.id. Selain itu, peneliti juga melibatkan sejumlah masyarakat yang aktif 

mengakses website tersebut sebagai informan untuk memahami bagaimana kualitas informasi publik 

dirasakan secara langsung oleh pengguna. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, 

yang mencakup wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara 

dilakukan secara langsung dengan panduan yang fleksibel agar peneliti dapat mengeksplorasi secara 

lebih dalam pengalaman dan pandangan informan terkait kualitas serta kendala layanan informasi 
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publik melalui website. Observasi dilakukan dengan terlibat langsung dalam memantau aktivitas 

digital dan fitur-fitur dalam website, untuk menilai sejauh mana konten yang tersedia dapat diakses 

dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut Setiawan (2024), optimalisasi menu dan fitur pada portal 

Kemendagri memperkuat aksesibilitas informasi publik bagi masyarakat umum  Sementara itu, 

dokumentasi dilakukan dengan menghimpun data sekunder berupa dokumen resmi, laporan internal, 

data pengunjung website, serta kebijakan yang mengatur layanan informasi publik di daerah tersebut. 

Sumber data dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Creswell (2014), yang menyatakan bahwa 

data dapat diperoleh melalui wawancara, dokumen, observasi, maupun materi audiovisual, tergantung 

pada kebutuhan dan fokus penelitian. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung 

dari wawancara dan observasi, serta data sekunder dari arsip kebijakan dan dokumen pendukung 

lainnya. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu secara sengaja berdasarkan peran 

dan relevansi terhadap penelitian. Mereka terdiri dari pejabat dan staf teknis pada Bagian Humas Setda 

Kabupaten Lanny Jaya serta dua orang masyarakat yang dianggap mewakili kelompok pengguna 

informasi digital. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

menyeluruh mengenai bagaimana kualitas layanan informasi publik dilaksanakan melalui website 

pemerintah daerah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat 

efektivitas penyampaian informasi digital di wilayah dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis 

yang cukup kompleks seperti Kabupaten Lanny Jaya. 

 
III.     HASIL DAN PEMBAHASAN  

 
Penulis menganalisis kualitas layanan informasi publik melalui website Pemerintah Kabupaten Lanny 

Jaya, dengan penyajian hasil dan pembahasan yang bersifat netral, objektif, serta berdasarkan 

pengamatan langsung di lapangan. Analisis dilakukan dengan mengacu pada data hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi, yang dikumpulkan dari informan yang telah ditentukan secara purposive 

sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pembahasan ini disusun berdasarkan teori Pelayanan Publik 

menurut Lijan Poltak Sinambela (2006), yang mencakup enam indikator utama: transparansi, 

akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Teori 

ini menjadi kerangka utama dalam menilai sejauh mana website lannyjayakab.go.id telah memenuhi 

prinsip-prinsip dasar pelayanan publik yang baik. Setiap temuan di lapangan dibahas dengan mengacu 

pada indikator-indikator tersebut, untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai 

efektivitas penyampaian informasi publik secara digital oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lanny 

Jaya. 

 

1. TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK 

Transparansi pelayanan publik di Kabupaten Lanny Jaya tercermin dari pemanfaatan website 
resmi sebagai media penyebaran informasi pemerintahan secara terbuka dan terintegrasi dengan media 

sosial. Meski memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat, tantangan seperti keterbatasan 

infrastruktur dan literasi digital masih menghambat akses merata. Oleh karena itu, peningkatan 

teknologi dan edukasi digital menjadi kunci dalam memperluas kualitas layanan informasi publik. 

 

2. AKUNTABILITAS PELAYANAN INFORMASI 

Website Pemda Lanny Jaya telah menjadi sarana utama penyebaran informasi, namun belum 

menyediakan fitur untuk masyarakat memverifikasi atau memberikan koreksi atas informasi yang 

dipublikasikan. Untuk meningkatkan akuntabilitas, perlu ditambahkan kanal umpan balik serta 

pelaporan berkala terkait pengelolaan konten dan keterlibatan masyarakat. 
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3. KONDISIONAL PELAYANAN INFORMASI 

   Pelayanan informasi belum sepenuhnya disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial 

masyarakat Lanny Jaya. Konten yang masih formal dan kendala jaringan membuat akses informasi 

terbatas, sehingga diperlukan pendekatan berbasis komunitas dan pelatihan literasi digital yang 

kontekstual. 

  

4. PARTISIPATIF PELAYANAN INFORMASI 

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan website masih rendah karena minimnya fitur 

interaktif. Pemda perlu menyediakan saluran komunikasi yang lebih akrab seperti WhatsApp publik 

atau forum warga digital agar masyarakat dapat terlibat aktif dan merasa didengar. 

5. KESAMAAN HAK PELAYANAN INFORMASI 

Meski website telah dirancang inklusif, akses informasi masih belum merata terutama di 

wilayah terpencil. Pemerintah perlu menjangkau kelompok rentan dengan alternatif media informasi 

dan fitur aksesibilitas yang mendukung semua lapisan masyarakat. 

 

6. KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN PELAYANAN INFORMASI 

Masyarakat belum sepenuhnya sadar akan tanggung jawabnya dalam memanfaatkan informasi 

secara bijak. Edukasi publik tentang etika digital dan partisipasi aktif perlu ditingkatkan agar tercipta 

keseimbangan peran antara pemerintah dan masyarakat dalam ekosistem informasi publik. 

 

3.4.    Diskusi Temuan Utama Penelitian  
Dalam penelitian ini, Timotius Tabuni menggunakan teori pelayanan publik dari Lijan Poltak 

Sinambela (2006) yang menjelaskan enam indikator utama dalam pelayanan publik: transparansi, 

akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Teori 

ini menjadi kerangka analisis utama dalam menilai kualitas layanan informasi publik yang 

disediakan melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar indikator tersebut belum terpenuhi secara maksimal. Informasi yang 

ditampilkan masih terbatas, partisipasi masyarakat rendah, dan belum ada keseimbangan antara hak 

masyarakat dalam menerima informasi dan kewajiban pemerintah dalam menyediakannya. Jika 

dibandingkan dengan penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Suryani Barimbing (2022) 

yang meneliti peran Humas dalam penyebarluasan informasi pembangunan di Kabupaten Bengkalis, 

keduanya memiliki fokus yang serupa dalam hal peran Humas. Namun, penelitian Timotius lebih 

menekankan pada media digital yaitu website pemerintah, sementara penelitian Suryani berfokus 

pada penyampaian langsung oleh Humas. Kedua penelitian ini menunjukkan pentingnya peran 

Humas dalam menjamin keterbukaan informasi, tetapi pendekatan teknologinya yang berbeda 

memberikan sudut pandang baru terhadap efektivitas penyebaran informasi publik. Dalam skala 

internasional, Gil-Garcia, Helbig, dan Ojo (2014) menyatakan bahwa penggunaan teknologi digital 

dalam sektor publik merupakan bentuk inovasi yang mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, 

dan partisipasi masyarakat jika diterapkan dengan strategi yang tepat. Dalam konteks Kabupaten 

Lanny Jaya, potensi tersebut belum sepenuhnya terealisasi karena keterbatasan teknis dan kesiapan 

sumber daya manusia. Selanjutnya, penelitian oleh Mifta Faridc (2021) yang membahas strategi 

Humas Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui media sosial, 

menunjukkan bahwa pemanfaatan media digital yang interaktif seperti media sosial dapat 
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meningkatkan partisipasi publik secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa media digital berperan 

penting dalam menciptakan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, 

dalam konteks penelitian Timotius, partisipasi masyarakat belum terfasilitasi dengan baik karena 

website yang digunakan bersifat satu arah dan tidak menyediakan ruang interaktif. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Nam (2012), yang menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan terbuka 

bergantung pada sejauh mana masyarakat merasa dilibatkan secara langsung dalam proses 

komunikasi dan pengambilan keputusan digital. Tanpa fitur partisipatif seperti forum warga atau 

kanal umpan balik yang mudah digunakan, potensi partisipasi digital tidak akan berkembang 

maksimal. Menurut John Doe dan Jane Smith (2021) menemukan bahwa implementasi e-government 

secara signifikan meningkatkan efisiensi dan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. menurut 

Siska Ayu Lestari (2022) dalam penelitiannya tentang pengaruh transparansi informasi terhadap 

kepercayaan publik di Sleman menekankan bahwa transparansi memiliki dampak langsung terhadap 

kepercayaan masyarakat. Ini sejalan dengan hasil temuan dalam skripsi Timotius, di mana 

transparansi yang masih terbatas dalam website Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya bisa menjadi 

salah satu penyebab rendahnya tingkat kepercayaan dan minat masyarakat untuk mengakses layanan 

informasi secara daring. Dalam hal ini, Bannister dan Connolly (2011) mengingatkan bahwa 

transparansi dalam e-Government tidak hanya tentang membuka informasi, tetapi juga tentang 

memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses, dipahami, dan dimanfaatkan oleh publik secara 

efektif. Dengan tantangan literasi digital yang dihadapi Lanny Jaya, maka keterbukaan tanpa disertai 

aksesibilitas justru dapat memperlebar kesenjangan digital. 

Kemudian, penelitian Budi Santoso (2023) tentang evaluasi pemanfaatan teknologi informasi 

oleh Humas Pemerintah Kota Surabaya, menunjukkan bahwa integrasi teknologi secara sistematis 

mampu meningkatkan efektivitas penyampaian informasi publik. Temuan ini memperkuat argumen 

dalam penelitian Timotius bahwa keterbatasan teknis seperti server lambat, desain website yang 

kurang optimal, serta tidak tersedianya layanan informasi sektor-sektor penting (pendidikan, 

kesehatan, dll) sangat mempengaruhi efektivitas penggunaan website oleh masyarakat. Dengan 

demikian, secara keseluruhan, teori pelayanan publik dari Lijan Poltak Sinambela sangat relevan 

untuk mengkaji kualitas layanan informasi digital pemerintah. Penelitian Timotius memperlihatkan 

bahwa meskipun telah tersedia media digital berupa website, belum semua prinsip pelayanan publik 

yang baik diterapkan. Menurut Siti Aisyah dan Budi Santoso (2022) menunjukkan bahwa penerapan 

teknologi informasi yang efektif dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan 

kepuasan masyarakat. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memberikan 

kontribusi baru dalam mengkaji hambatan-hambatan implementasi e-government di daerah 

tertinggal, baik dari sisi teknologi, struktur organisasi, hingga partisipasi masyarakat, yang 

membutuhkan strategi peningkatan kualitas secara menyeluruh agar fungsi website pemerintah 

benar-benar efektif dalam mendukung keterbukaan dan pelayanan informasi publik. 

 

3.5.     Diskusi Temuan Menarik Lainnya  

 Penelitian ini mengungkap temuan menarik mengenai rendahnya literasi digital masyarakat 
Kabupaten Lanny Jaya yang berdampak langsung pada minimnya pemanfaatan website 

pemerintah sebagai sarana informasi publik. Meskipun situs web telah dibangun, sebagian besar 

masyarakat belum mampu mengakses dan menggunakannya secara optimal karena keterbatasan 

pemahaman terhadap teknologi serta infrastruktur jaringan yang belum merata. Hal ini relevan 

dengan indikator kondisional dalam teori pelayanan publik Lijan Poltak Sinambela, yang 

menekankan pentingnya penyesuaian layanan dengan kondisi penerima. Dalam konteks ini, 

website sebagai bentuk e-Government belum efektif karena tidak memperhitungkan kesiapan 

pengguna. Menurut Setiawan (2013), implementasi e-Government yang berhasil memerlukan 
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ekosistem digital yang inklusif dan partisipatif, yang dalam hal ini belum terwujud di Lanny Jaya.  

Dalam studi lain, menurut Agung Nurrahman, Sabaruddin, dan Rofingatun (2022) menilai bahwa 

efektivitas aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sangat dipengaruhi oleh 

kemudahan akses, kejelasan struktur informasi, dan ketersediaan fitur layanan interaktif. 

Relevansi temuan ini terlihat dalam konteks Kabupaten Lanny Jaya, di mana keberadaan website 

belum sepenuhnya difungsikan sebagai alat layanan publik dua arah yang interaktif dan responsif.  

Menurut Maria Garcia dan David Lee (2022) menekankan bahwa keterlibatan warga dalam era 

digital memerlukan strategi yang inovatif untuk mengatasi tantangan yang ada. 

Selain itu, temuan lain menunjukkan bahwa website pemerintah lebih berfungsi sebagai 
papan pengumuman satu arah tanpa menyediakan ruang interaksi, pengaduan, atau partisipasi 

warga secara daring. Padahal, prinsip partisipatif dalam teori Sinambela menekankan pentingnya 

keterlibatan aktif masyarakat dalam penyelenggaraan layanan publik. Ketiadaan fitur interaktif 

juga menunjukkan lemahnya penerapan akuntabilitas dan transparansi, serta bertentangan dengan 

amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang 

menegaskan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terbuka, lengkap, dan mudah 

diakses. Menurut Ahmad Zainuddin dan Rina Lestari (2021) menekankan pentingnya strategi 

komunikasi publik yang efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam 

pemerintahan. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa ketersediaan teknologi tanpa 

didukung oleh tata kelola informasi yang baik dan pendekatan inklusif hanya akan menciptakan 

kesenjangan baru dalam pelayanan publik. menurut Rizki Maulana dan Sabaruddin (2022) 

menekankan bahwa kualitas layanan pada portal Open Data sangat bergantung pada tiga faktor 

utama: kelengkapan data, konsistensi pembaruan informasi, dan antarmuka pengguna yang ramah. 

Temuan ini sejalan dengan kondisi website Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, yang meskipun 

telah aktif, masih menghadapi kendala dalam hal kontinuitas pembaruan konten dan keterbatasan 

desain antarmuka yang kurang mendukung pengalaman pengguna. 

 
IV.      KESIMPULAN  

  Berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan website resmi Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya 

sebagai sarana layanan informasi publik menunjukkan efektivitas yang masih terbatas. Dari aspek 

transparansi, konten yang disajikan memang mencakup berita dan pengumuman pemerintahan, 

namun belum mencakup informasi penting seperti rencana kerja, anggaran, atau laporan kinerja. 

Meskipun masyarakat mulai mengenal keberadaan website, keterbatasan literasi digital dan 

infrastruktur jaringan membuat akses dan partisipasi publik belum maksimal. Hal ini tercermin 

dalam menurunnya jumlah pengunjung dan hasil evaluasi kecepatan akses situs yang tergolong 

rendah. Misalnya, dalam pengujian performa, nilai PageSpeed hanya mencapai skor 76 (Grade C), 

dengan waktu muat halaman utama rata-rata di atas 3 detik, menunjukkan kualitas teknis yang 

masih perlu ditingkatkan. 
 
Dari sisi sumber daya, pengelolaan website masih terbatas pada beberapa staf di bagian 

Humas dengan anggaran operasional yang minim, sehingga pembaruan konten belum dilakukan 

secara rutin. Meskipun antarmuka website dinilai sederhana dan mudah diakses, namun belum 

dilengkapi dengan fitur interaktif yang memungkinkan komunikasi dua arah antara pemerintah dan 

masyarakat. Dalam konteks akuntabilitas dan partisipasi, ini menunjukkan perlunya pengembangan 

lebih lanjut agar website benar-benar dapat menjadi kanal pelayanan publik yang efektif. Dengan 

mempertimbangkan teori pelayanan publik menurut Lijan Poltak Sinambela dan prinsip e-

Government dari Setiawan (2013), peningkatan kapasitas infrastruktur, kompetensi SDM, dan 



 

9 

 

 

interaktivitas website menjadi arah prioritas untuk mencapai kualitas layanan informasi digital yang 

lebih baik dan merata di Kabupaten Lanny Jaya.. 
 

Keterbatasan Penelitian:  Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya 

difokuskan pada satu kabupaten, yakni Lanny Jaya, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk 

wilayah lain, terutama daerah dengan kondisi geografis dan tingkat literasi digital yang berbeda. Kedua, 

pengumpulan data melalui wawancara dan observasi rentan terhadap bias subjektif dari informan. 

Ketiga, keterbatasan data kuantitatif membuat analisis bergantung pada narasi deskriptif. Selain itu, 

keterbatasan teknis, seperti akses internet dan tidak adanya rekaman aktivitas pengguna website, 

membuat pengukuran efektivitas tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Penelitian ini juga belum 

mengeksplorasi secara rinci dampak jangka panjang terhadap kualitas pelayanan publik atau kepuasan 

masyarakat secara keseluruhan. 
  
Arah Masa Depan Penelitian (future work): Ke depan, disarankan agar dilakukan penelitian lanjutan 

yang mencakup daerah lain di Papua Pegunungan atau wilayah dengan karakteristik serupa. Penelitian 

selanjutnya dapat memperdalam aspek teknis, seperti manajemen konten digital dan pengukuran 

interaksi pengguna, serta mengevaluasi infrastruktur pendukung seperti server dan jaringan internet. 

Selain itu, penelitian juga dapat mengeksplorasi efektivitas website dalam meningkatkan transparansi, 

partisipasi publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian, hasil 

yang diperoleh dapat menjadi masukan strategis untuk pengembangan sistem informasi publik yang 

lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. 
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